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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1802/4 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH NOMOR : 82/HK.03.1/1802/4/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUAPTEN LAMPUNG TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan
dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Tengah, perlu menetapkan Pembentukan
Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor
82/Hk.03.1/1802/4/2021 tentang Pembentukan Tim
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten
Lampung Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesa Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemillhan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13
Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas
Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH NOMOR : 82/HK.03.1/1802/4/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUAPTEN LAMPUNG TENGAH

Membentuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari:

1. Pengarah;

2. Ketua;

3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

Susunan Keanggotaan Tim Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Tengah dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Tugas Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Tengah dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. memberikan pembinaan dan arahan kepada
anggota Tim Satuan Tugas Pengendalian
Gratifikasi.

b. memberi masukan yang Dberkaitan dengan
kebijakan, strategi, dan program/tahapan
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Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah.

melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.

2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

3.

a.

merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan
Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Tengah;

menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Tengah;

Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:

a.

membantu Ketua dalam merumuskan dan
menyusun rencana Tim Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

membantu kelancaran tugas anggota kegiatan
dalam rangka peningkatan dan pencapaian
sasaran dan tujuan secara efektif;

. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Tengah;

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan,
memberikan asistensi dan melakukan monitoring
pelaksanaan program Tim Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi;

membantu  Ketua dalam menyusun dan
melaporkan hasil kegiatan.

4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

a. menerima, merview dan mengadministrasikan

laporan penerimaan, laporan penolakan dan
laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU,
PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan
KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;

menyalurkan  laporan  penerimaan, laporan
penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui
Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis
dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi;

. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan

usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU



KEEMPAT

melalui Sekretaris Sekretari KPU Provinsi lampung;

. mengkoordinasikan  kegiatan sosialisasi dan

desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal
dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN,
KPPS, dan KPPSLN;

. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan
Peraturan ini;

melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut
atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi;

. meminta data dan informasi kepada satuan kerja

tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS,
PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan
penerapan program pengendalian Gratifikasi;

. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila
terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap
jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN,
dan melaporkan hasil penanganan pelaporan
Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan

menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang
disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS,
PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1802/4 /2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR : 82/HK.03.1/1802/4/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS

UNIT

PENGENDALIAN
LINGKUNGAN KOMISI

GRATIFIKASI DI

PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN LAMPUNG TENGAH

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 q 5
Ketua KPU
1 ISRQ“]&AN TR LA, Kabupaten Pengarah
o Lampung Tengah
Anggota KPU
2 | ADI HASAN BASRI, S.H.I Kabupaten Pengarah
Lampung Tengah
Anggota KPU
3 g[H FAJRIEN MEGA PUTRA, Kabupaten Pengarah
' Lampung Tengah
Anggota KPU
SITI MARFUAH
4 Kabupaten Pengarah
DOROJATUN, S.Pd Lampung Tengah
Anggota KPU
5 | ADE ARIYANTO, S.H Kabupaten Pengarah
Lampung Tengah
| Sekretaris KPU
6 xlﬁIAMMAD e, D.H, Kabupaten Ketua
' Lampung Tengah
Kasubbag
7 | AMELIA KARTINI,S.A.N Hukum dan Sekretaris
SDM
8 gREI:MAHARI ROMADONA, Kesubbag Anggota
; Keuangan




Umum dan
Logistik,

Kasubbag Teknis
9 | TRIYATNO,S.Si dan Hupmas Anggota
Pemilu

Kasubbag
10 l[\)/IJl\(ZKO PANGESTU, S.IP., Program dan Anggota

Data

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.
IRAWAN INDRAJAYA
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
ABUPATEN LAMPUNG TENGAH,




